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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Semarang, 
perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa di Desa Plumbon Kecamatan Suruh 
Kabupaten Semarang; 

KEPALA DESA PLUMBON, 

Mengingat 

Menimbang 

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAI< ASAL USUL 
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

DI DESA PLUMBON KECAMATAN l<ABUPATEN SEMARANG 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PERATURAN DESA PLUMB N 

NOMOR 6 TAI-JUN 2018 

KEPALA DJ~SJ\ PLUMr JN 
KECAMATJ\N SURUlJ 

KABUPJ\TEN SEMAl~AN .1 
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4. Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penm~angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemenn:ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas 
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4816); 
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12. Peraturai P~mcdntnh Nonior 1;j 'l'nJiw, ~(J J 1 ,,~rd.:,ny; 
Peraturan Pel, ksnnuan UndtH1g-lJnd,,nJ1; ffr>t1,,,r ,, 
Tahun 2014 tcn1ang I cw1 (Lembarnn 11,w;n:, 11,~1 ,~lJHv. 
Indonesia THh un 20 J IJ Ne mo J ~n, T:nnJ,;,J ,:,n 
Lembaran Negara Republik lnc.lonc·.i:3 1 lf ,rn,;r !)!;~!<J 
sebagaimana telah di uhnh dt!rl,'/H J>,; ,dur;,r, 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 20 J .. ) f1!nf1mv. J ,; 1ilmh:Jn 
atas Peraturan Pcmerintah Nornor 11:, T;,fhun /,t) J 1 
Ten.tang Peraturan Pclaksanaan Undang- UruJ:m~ 
Nomor 6 Tahun 2014 tcntang caa(L<;mbarnn 11,~g:1nJ 
Republik Indonesia Tah un 201.!3 Norno J ti, 
Tambahan Lembaran Negara Rep hlik I ndon« dH 
Nomor 5717); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 t; ... nt;m£ 
Dana Desa Yang Bersumher Dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (Lembaran fcgara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia 
Nomor 5558) sebagaimana te1ah bcberapa kali terakhir 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan Di Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2091); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa (Beri.ta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Dan 
Keputusan Kepa]a Desa (Berita Oaerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2016 Nomor 8); 

17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di 
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2018 Nomor 7). 

- 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 
2 · Pemerin tahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan. dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Repu blik Indonesia. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten 
Semarang. 

5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya. 

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dernokratis. 

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 
Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. 

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 

9. Peraturan Desa ada1ah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

1 O. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, seJanjutnya disebut APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DESA T 
BERD ENTANG KEWENANGAN DESA 

ASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN 
LOI(AL BERSKALA DESA DI DESA PLUMBON 
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG. 

Menetapkan 

Dengan I<esepakatan Bersama 

BADAN PERMUSY 
AWARATAN DESA PLUMBON 

dan 
KEPALA DESA PLUMBON 
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(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paJing sedikit terdiri dari: 
a. sistem organisasi masyarakat adat; 
b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. pernbinaan Jembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan 
e. pen gem bangan peran masyarakat Desa.. 
(2) Kewenangan berdasarkan hak asaJ-usul setelah dilakukan identifikasi 

dan inventarisasi adaJah: 

Pasal 4 

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara Iain: 
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; 
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan 
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

PasaJ 3 

BAB III 
KEWENANOAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

Ruang Jingkup dalam Peraturan Desa ini adaJah: 
a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asaJ usul; 
b. kewenangan Iokal berskala Desa; dan 
c. pelaporan. 

Pasal 2 

BAB n 
RUANG LINGKUP 

11. Pcmhangunon e a adalah upaya pcningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk t bcsar-bcsarnya kc · ·jahteraan rnasyarakat Dcsa. 

12. Kcwcnangan Desa arlalah kcwenangan yang dirniliki Desa rneliputi 
kewcnangan di bidang pcnyelenggaraan Pernerintahan Desa 

' pclak an· an Pembangunr n Desa, Pernbinaan Kcmasyarakatan Desa, 
dan Pcrnb rdayaan Masyarakat esa bcrdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal u ul dan adat istiadat De a. 

13. Kcwcnangan hcrdasarkan hak asal usu) adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 
D sa sesuai dcngan perkcmbangan kehidupan masyarakat. 

J 4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh 
Dcsa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul 
karena perkembangan Dcsa dan prakarsa masyarakat Desa. 
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(2) Kewenangan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan 
inventarisasi adalah sebagai berikut: 

a. penataan Dusun; 
b. penataan tataruang dan penyusunan peta Desa; 
c. penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa; 
d. pembentukan BPD; 
e. penetapan kerjasama antar Desa; 
f. penge]olaan BUM Desa; 
g. penetapan peraturan Desa; 
h. penataan arsip Desa; 

(1) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, 
paling sedikit terdiri dari: 

a. pengelolaan pasar Desa; 
b. pengelolaan tempat pemandian umum; 
c. pengelolaan jaringan irigasi; 
d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 
e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 

terpadu; 
f. pengembangan dan pernbinaan sanggar seni dan belajar; 
g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 
h. pengelolaan embung Desa; 
i. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
j. pembuatan jalan Desa an tar permukiman kewilayah pertanian. 

Pasal 6 

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara Jain: 
a. sesuai kepentingan masyarakat Desa; 
b. telah dijalankan oleh Desa; 
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; 
d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan 
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa. 

Pasal 5 

BAB JV 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

a. pembangunan dan pcme1iharaan Kantor Pcmerintahan cw; 
b. pencatatan dan invcntarisasi kcpcmilikan hak atas tanah di Desa; 
c. pengamanan penetapan batas kcpernilikan tanah masyarakat: 
d. pengamanan kekayaan dan aset dcsa: 
e. peningkatan upaya gotong royong ma yarakat Dcsa: 
f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Deaa; dan 
g. pelestarian adat-istiadat dan hudaya Desa. 

- 
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P laksanaa n j t m nd . . . 
pendatnan dan .. p n kl n,1.1f~~l~st~·~s1 dnn inform l 

1 b st I' istan t 'Han l I .. ' . 
penge olann g dung/bnlni milik " 1: ,uJn 
P ndatann pot nsi es : 
penatnan po k "lmnnnn dan . 
dengan kebu tuhan dan koncti~i .. sinl si, g l n lainnv, e suai 
pembe . ... . ... m lS\ nrakat Dt 'r n n um pcnggunnan se t milik <'M: c_ • 

penyusunan peta sosin! ,SR; 

penyusunan dan P ndayngunnan uta Profit sa: 
penetapan D sa dalarn l"endnnn daru mt: 
pembentulrn.n D sa tnnoo·uh b n na/], . 
Pend t d 1'", <ampunz ~ta0, /De si . . a a.an an P nnmrumunsur rupn bumi: ~ s • 

fas~l~tas~ dan perlindungnn keluar a T ll'lgd K tj, Indonesi Tf{l; 
fas1!1t~s1 ~enyelen~arafm pelatihan t naga k rj~: 
sosialisasj berbaoai peratur 11 di D sa: 
pendataan masyarnkat De a: 
p~netapan dan penyel nggaraan k rjasama antar D sa d m/ t u 
pihak ketiga; 
pengelolaan pungutan Desa: 
pengelolaan website Desa; 
pembangunan sarana dan prasarana Desa, 
pembangunan dan pemeliharaan jalan D sa: 
pengembangan ekonomi lokal Desa: 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan D se : 
pembangunan dan pengelolaan energi mandiri: 
pengembangan usaha pertanian, p rikanan dan p tern k n milik 
Desa; 
pembangunan dan perneliharaan embung D sa: 
pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa: 
pembangunan dan perneliharaan taman Desa: 
pembangunan dan pemeliharaan s rta pengelol n saluran untuk 
budidaya perikanan; 
pengelolaan sumber daj a alarn dan Iingkungan D &:1 dal rn rangks 
pemenuhan kebutuhan dasar rnasyarakat maupun wisara esa: 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa: 
pengembangan usaha mikro berbasis Desa: 
pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa: 
pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan: 
pembangunan dan perneliharaan sanitasi lingkungan: 
pembangunan dan pengelolaan air bersih b rsknla D sa: 
pembangunan dan pemeliharaan sarans dan prasararu l. hrag ... l 
Desa; 
pemantauan terhadap narkoba dan HI\ di Desa: 
pengembangan sarana dan prasar na produksi di sa: 
pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios milik t~& : 
pembangunan fasilitas pasar Desa: 
pernbangurian talud dan drainase jalan desa: 
pengembangan teknologi untuk masyarnkat esa: 
pendataan dan fasilitas pengernbangnn usaha rnikro sk: l l esa: 
fasilitasi dan pernbinaan pernban zunan d n peng 1 t an k t tu l l 
jaring apung: 

SS. 
tt. 
uu. 
VV. 
WW. 
xx. 
yy. 
zz. 

11. 
mm. 
nn. 
00. 
pp. 
qq. 
IT. 

gg. 
hh. 
ii. 
.ij. 

kk. 

y. 
z. 
aa. 
bb. 
cc. 
dd. 
ee. 
ff. 

n. 
o. 
p. 
q. 
r. 
s. 
t. 
u. 
v. 
w. 
x. 

1. 
j. 
k. 
I. 
m. 
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(2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

aaa. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan d 
cadangan pangan Desa; an penetapan 

bbb, penetapan komoditas unggulan pertanian dan ik 1 · d pen anan skala Desa: 
ccc. pe es~an an pengembangan benih lokal Desa; ' 
ddd. pernbinaan kemasyarakatan Desa· 
eee. pembinaan keamanan, ketertiban' d an ketenteraman wilayah dan 

masyarakat Desa; 
fff. p~mbinaan ~~rukunan warga masyarakat Desa; 
ggg. cipta kondisi perdamaian, penanganan konflik dan melakukan 

mediasi di Desa; 
hhh. peles~rian dan_ pengembangan gotong royong masyarakat Desa; 
iii. pemb~naan kegiatan pemuda dan olahraga; 
ill. pembinaan kesenian dan sosial masyarakat Desa; 
kkk. Pengembangandan Pembinaan Pendidikan non formal· 
Ill. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes· ' 
mmm. pembinaan Kader Kesehatan Desa· ' ' nnn. pelaksanaan penyuluhan kesehatan; 
ooo. pelaksanaan penyuluhan tentang KB; 
ppp. fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB. 
qqq. pemberdayaan masyarakat desa; 
rrr. pengembangan seni budaya lokal; 
sss. pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga 

adat; 
ttt. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat rentan, kelompok 

masyarakat m.iskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel; 
uuu. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 
vvv. pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa 

berperkarayang tidak mampu; 
www. pembentukan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
xxx. peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan; 
yyy. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 
zzz. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa; 
aaaa. peningkatan peran serta masyarakat Desa dalam program dan 

kebijakan pemerintah; 
bbbb. upaya peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat 

desa; 
cccc. pengelolaan obyek wisata milik desa; dan 
dddd. fasilitasi pelaku usaha pariwisata desa. 

Pasal 7 

( l) Pemerintah Desa melakukan kewenangan berdasarkan hak asal-usul 
dan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi tolok ukur dalam 
penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta 
pendistribusian keuangan Desa. 
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Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka meningkatkan 
pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN LAIN 

(1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Kewenangan Desa 
kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Pelaporan sebagairnana dimaksud pada a) at (1) dilakukan secara 
tertulis dan disampaikan paling sedikit s tu kali dalarn 1 (satu) tahun 
atau sesuai kebutuhan. 

Pasal9 

BAB vr 
PELAPORAN 

Pernbiayaan pelaksanaan kew nangan D sa b rdasnrknn hak asn! usul dan 
k wenangan lokal berskala Desa dib bankan pada l\l B D sa, 

Pasal 8 

BAB V 
PEM IA'\AAN 
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Diundangkan di : Plumbon 
pada tanggal : 21-09-2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa. 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 11 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 


